BUPATI BENGKALIS

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 45 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, ESELONERING, TUGAS,

FUNGSI DAN URAIAN TUGAS SERTA TATA KERJA PADA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN BENGKALIS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah

Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata kerja pada
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten
Bengkalis;

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah
Provinsi Sumatera Tengah;

2. Undang-Undang Nomor S5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah;

5. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga
Berancana Nasional Nomor 163 Tahun 2016 tentang Pedoman
Nomenklatur, tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana di daerah Provinsi, dan daerah
Kabupaten.

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
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| MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKALIS TENTANG KEDUDUKAN‘
- SUSUNAN ORGANISASI, ESELONERING, TUGAS, FUNGSI DAN
URAIAN TUGAS SERTA =~ TATA KERJA PADA DINAS

PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA S
: KABUPATEN BENGKALIS ‘

BABI‘.
KETENTUAN UMUM
Pasal 1 :
Dalarn Peraturan Bupat1 ini yaﬁg dlmaksud dengan
~ 1 Daerah ada]ah Kabupaten Bengkahs
2. Bupat1 adalah Bupatl Bengkahs \

3. Dmas adalah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga ‘
Berencana Kabupaten Bengkahs :

4. Kepala adalah Kepala Dinas Pengendahan Penduduk dan
Keluarga Bex encana Kabupaten Bengkahs

5. Sekretarxat adalah Sekretarlat Dlnas Pengendalian Penduduk :
dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis.

6. Sekretaris adalah Sekretans Dmas Pengendahan Penduduk
,dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis. :

7. Unit Pelaksana Teknls yang selanjutnya dlsebut UPT adalah
Unit Pelaksana Teknis Dinas-Pengendalian Penduduk dan
‘Keluarga Berencana yang melaksanakan kegiatan teknis -
operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. '

BAB I
KEDUDUKAN

Pasal2
‘(1) Dinas Pengendahan ‘Penduduk dan Keluarga Berencana

~merupakan unsur pelaksana urusan pemerlntahan yang
menjadl kewenangan daerah. : :

(2) Dinas Pengendahan Penduduk ‘dan Keluarga Berencana
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dibawah
dan bertanggung Jawab kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah



‘ BAB III .
- SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
- KELUARGA BERENCANA

: PaSal 3

(1) Susunan ”'Organisasi Dinas - Pengendahan Penduduk dan -
Keluarga Berencana, terd1r1 dari: S

- a. Kepala;‘
b. Sékretaﬁat, terdiri dari:

1) Sub Bagian Penyusunan Progfam Umum dan
- Kepegawaian: dan
2) Sub Baglan Keuangan dan Perlengkapan

c Bidang 'Pengendélian‘ Penduduk Penyuluhan dan
Penggerakan terd1r1 dan : . : '

i 1) Seksi Advokasi dan Penggerakan : ’ o
'2) SeksiPenyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader
- KB; dan

- 3) Sek31 Pengendallan Penduduk dan Informa31 Keluarga.

: d Bldang Keluarga Berencana, terdlrl darl

1) Seksi Distribusi Alat Obat Kontraseps1 (ALOKON),
2) Seksi Jaminan Pelayanan KB; dan
3) Seksi Pernbmaan Kesertaan Ber—KB

| €. ‘ Bldang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga terdiri dar1 o

1) Seksx Pemberdayaan Keluarga Sejahtera
2) Seksi BmaKetahanan Keluarga Balita, Anak ‘dan Lansia;

dan
- 3) Sek51 Bina Ketahanan Remaja

L Unit Pelaksanaan Tcknis; dan
8- Kelompok Jabatan fungsional. ¥

(2) Bagan Susunan Organlsa81 Dlnas Pengendallan Penduduk dan
Keluarga sebagaimana tercantum ~dalam lamplran yang
’ merupakan baglan tidak terplsahkan dari Peraturan ini.

BAB IV : ‘
TUGAS DAN FUNGSI SERTA URAIAN TUGAS



- ok «Bagian Kesatu N
| KEPALA ,,
Pasal 4

(1) Kepala mempunya1 tugas membantu Bupatl, melaksanakan‘ o

urusan Pemerintahan yang menjadl kewenangan daerah danl :
tugas pembantuan dlbldang pengendahan penduduk dan

Akeluarga berencana

: (2) Kepala dalam melaksanakan tugas sebageumana dlrnaksud
.. pada: ayat(l) menyelenggarakan fungs1 : :

‘a. ’perumusan kebgakan daerah d1b1dang pengendahan e

penduduk © penyuluhan - dan ' penggerakan, keluarga ‘ :
‘ ’j’_berencana dan keqejahteraan keluarga ‘ : RS

b. pelaksanaan kebl_]akan , daerah d1b1dang pengendahan ’
. penduduk - penyuluhan dan. _penggerakan, keluarga
« ‘jberencana dan kese_]ahteraan keluarga, L _

“c. ’pelaksanaan koordlna51 penyedlan  infrastruktur dan

- ‘pendukung dibidang pengendalian: penduduk penyuluhan - -
~..dan penggerakan keluarga berencana dan kesejahteraan" o

{’keluarga :
k'd._fpenlngkatan kualltas " ‘sumber "d\ay‘avb manusia d1b‘1dang‘ o
- pengendalian penduduk penyuluhan  dan penggerakan g
g tkeluarga berencana dan kese_]ahteraan keluarga 5

e pemantauan : pengawasan . evalua51 ~dan  pelaporan

E,penyelenggaraan " dibidang pengendahan penduduk - ’
penyuluhan dan: penggerakan keluarga berencana dan %

' ;lcesejahtelaan I'eluarga,

L pelaksanaan aclmlnlstra31 Dlnas Pengendallan Penduduk dan
e Keluarga Berencana dan : :

g fpelaksanaan fungs1 1a1n yang d1ber1kan oleh Bupat1
’«Bagian‘Kédué :
SEKRETARIAT e
Pasal 5
(1) Sekretarlat mempunya1 tugas memlmpm mengkoordmasﬂ{an
dan mengendahkan tugas-tugas dibidang pengelolaan pelayanan
kesekretariatan yang mehputl pengkoord1nas1an, perencanaan,‘ :

’ penyusunan. ~program, = umum, kepegaweuan, pengelolaan 7
keuangan dan perlengkapan. = - e S . :




(2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas scbagaumana dimaksud -
pada. ayat (1) menyelenggarakan fungsi: : -

a. penyusunan rencana, program, evaluasi dan pelaporan

b. pelaksanaan administrasi kepegawaian dan rumah tangga
- Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

_C. pelaksanaan adm1n1stra31 keuangan dan perlengkapan serta
’ penataan aset;

d. pelaksanaan urusan - surat menyurat kearsipan dan
dokumentasi dan hubungan masyarakat :

e. pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan hubungan
masyarakat '

£ pelaksanaan pengkoordma%lan penyelenggaraan tugas- tugas
Bidang; dan :

g. pelak%anaan tugas——tugas lam yang d1ber1kan oleh Kepala. .
: (3) Susunan Orgamsam Sekretarlat ‘ ~terd1r1 dan: |
a. Sub Bagian Penyusunan Program Umum dan Kepegawalan

- dan
‘b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan

Pasal 6

| (1) Sub Bagian Penyusunan Program, Umum dan ‘Kepegawaian

mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan bimbingan,

kebijakan, pedoman, dan - petunjuk  teknis serta layanan
- dibidang penyusunan program, umum. dan kepegawalan sesuai
“dengan ketentuan yvang berlaku '

(2) Uralan Tugas tersebut pada ayat (1) seﬂagai berikut:

‘a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Penyusunan, Umum
dan Kepegawaian berdasarkan data kegiatan tahun
sebelumnya dan sumber = = data yang ada sebagai bahan
untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan
perundang—undangan yang telah dltetapkan

~ b. menghlmpun dan mempelajan peraturan perundang-
undangan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis
serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas
Sub Bagian Penyusunan Program, Umum dan Kepegawalan

C. mencari, . ‘mengumpulkan, menghlmpun, ‘
mensistematisasikan dan mengolah data serta menganalisa

data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Sub

Bagian Penyusunan  Program, umum dan kepegawalan
sebagal kerc ngka acuan/ pedoman;




. menginventarisir ~ permasalahan-permasalahan  yang
- berhubungan  dengan  tugas ' Sub Bagian = Penyusunan =
Program, Umum dan Kepegawaian serta meny1apkan bahan-

: bahan dalam rangka pemecahan masalah ' -~

e. menylapkan bahan penyusunan kebl_]aksanaan pedoman
dan petunjuk teknis d1b1dang Penyusunan Program, Umum

o K_‘dan Kepengalan

£ 1 melakukan koordmasx dan smgkronlsam kegiatan dengan

o bldang dan satuan kerja perangkat daerah terkait lainnya; -

g mengkoord1n1r penyusunan dan pembuatan Rencana Ker_]av

- Tahunan/RKT Dinas, Arah Keb1jakan Umum (AKU) Rencana

' Kerja' Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) dan

- Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ), serta Laporan
Akuntablhtas Klner_]a Instans1 Pemermtah (LAKIP); e

B melakukan koordmasx dan konsulta31 “dengan 'instansi

terkait ~dalam -rangka pemngkatan pengelolaan - urusan

s penyusunan pr ogram umum dan kepegawalan,

i mengarahkan dan mendlstrlbusﬂ{an surat masuk dan keluar i

o sesua1 dengan kepentmgan dan permasalahannya

j. - mene11t1 usulan perrmntaan formas1 pegawa1 llngkup dmas, £
~dan menylapkan konsep: petunjuk penyusunan formasi -

_ pegawai sebagai perencanaan . kebutuhan pegawa1 sesuai

dengan kebutuhan dinas;.

. ”‘mernberlkan saran dan pert1mbangan kepada Sekretaris

_tentang langkah~1angkah atau tlndakan yang perlu diambil

L - d1b1dang tugasnya

i "mengatur urusan rumah tangga dmas, ‘menata keindahan
/ f‘dan kebers1han kantor serta keamanan llngkungan kantor

‘-7melakukan tugas : d1b1dang hukum organisasi ~ dan

L tatalaksana serta hubungan masyarakat

. ,;melakukan pengelolaan perpustakaan, kearmpan dinas dan
kmelakukan pendokumenta31a11 keglatan dmas,

‘membuat laporan : pelaksanaan keglatan Sub Baglan.r

‘Penyusunan Program, Umum..dan Kepegawaian sesuai

- dengan data yang ada berdasarkan kegiatan yang telah

dilakukan untuk dlpergunqkan sebaga1 bahan masukan bagi
‘atasan

). ‘melakukan pengelolaan pe1 pustakaan, kearmpan dinas dan
~ melakukan pendokumenta51an keglatan dmas, dan
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q. melakSanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala baik

secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya
dalam . rangka kelancaran' pelaksanaan tugas pada

, Sekretarlat

Pasal 7.

(1) Sub Bagian Keuangan dan. Perlengkapan mempunyai tugas
menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman, dan
petunjuk  teknis' serta - layanan dibidang Keuangan. dan ”
Perlengkapan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2)

Uralan ’I‘ugas tersebut pada ayat ( 1) sebagau benkut

- a.

merencanakan keglatan ‘Sub Bagian' Keuangan = dan

* Perlengkapan berdasarkan data kegiatan tahun sebelumnya

dan sumber data yang ada sebagai bahan untuk

 melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang—

, undangan yang telah dltetapkan

.. menghimpun  dan mempelajarl peraturan perundang—

undangan kebijakan teknis, pedoman dan petun_]uk teknis
serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas -

. Sub Baglan Keuangan dan Perlengkapan

mencari, AR mengumpulkan menghlmpun

 mensistematisasikan dan mengolah data serta menganalisa

data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Sub

~ Bagian Keuangan sebagai kerangka acuan/pedoman
: penyusunan rencana keglatan

mengmventarlsu~ i permasalahan permasalahan yang

berhubungan dengan tugas Sub Bagian Keuangan serta
- menyiapkan - bahan-bahan dalam rangka  pemecahan’
~ masalah; ‘ : : %

’mehgusulkan kepada Sekretarls tentang penunjukan -
‘bendahara pengeluaran, ‘pembantu bendahara pengeluaran,

penyimpan barang, pengurus barang dan pembantu

pengurus barang; -

meiakukén pengawasan ‘béngéndaliaﬁ dan -mengeva’luasiw
terhadap kinerja = bendahara pengeluaran, pembantu

- bendahara pengeluaran penyimpan barang, pengurus
" barang dan pembantu pengurus = barang; o

'mengh1mpun dan memper smpkan bahan dan data untuk

, penyusunan rencana kebutuhan barang,

melakukan pengawasan terhadap inventaris barang serta’
membuat Kartu Inventaris Barang (KIB) dan membuat Kartu
Inventarls Ruangan (KIR); o




Y

i melaksanakan pengelolaan admlmstra31 keuangan yang
mencakup administrasi gaji pegawai, insentif tenaga kerja
sukarela, PNS, melakukan usulan kenaikan gaji berkala
serta  melakukan pembukuan, membuat Laporan
" Pertanggung Jawaban (LPJ) keuangan evaluasi dan laporan
- kegiatan keuangan dinas; . :

i mengatur perlengkapan kantor, penataaan dan pengamanan
’ aset, tindak lanjut LHP, ganu rug1 serta proses administrasi
,perjalanan dinas pegawai ‘36‘31.131 petunJuk atasan;

k.. memberikan saran dan pertlmbangan kepada Sekretaris
~ - sebagai bahan masukan untuk penentuan kebijakan lebih
Clanjut; , ‘

1. 'membuat Iaporan hasﬂ pelaksanaka_n tugas Sub Bagian-
Keuangan - dan Per lengkapan ‘'sebagai = bahan
; pertanggungjawaban dan , :

m. melaksanakan tugas lain- yang dlberlkan oleh Sekretaris
~ baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang
tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pada
Sekretarlat

t Baglan Ketlga

BIDANG PENGL‘NDALIAN PENDUDUK, PENYULUHAN
: DAN PENGGER/\KAN o

Pasal 8

(1) Bidang Pengéndélian Penduduk, Penyillﬁhan dan Penggerakan
mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis dibidang
pengendahan penduduk penyuluhan dan penggerakan

(2) Bidang: Pengendahan Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan -
masyarakat  dalam - men_]alankan tugas dan  kewajiban
sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan kebljakan ~ teknis _ dlbldang . pengendalian’
penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi
dan penggerakan bldang penduduk dan KB;

b. 'pelaksanaan kebuakan teknis daerah dibidang pengendalian
penduduk, sistemn informasi keluarga, penyuluhan, advokasi
dan penggerakan dlbldang pengendallan penduduk dan
keluarga berencana ,

c. pelaksanaan NSPK dlbldang pengendahan penduduk

. sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan
penggerakan bidang pengendahan penduduk dan keluarga
berencana, , I ‘




- d. pelaksanaan NSPK diblldang 'péhgendahan pénduduk sistem
- informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan
BT b1dang pengendahan penduduk dan keluarga berencana; -

ods pelaksanaan pemetaan perklraan (parameter) pengendallan
o penduduk di kabupaten A ; '

e pelaksanaan pemberdayaan dan pemngkatan peran serta il
~-organisasi kemasyarakatan tmgkat bidang pengendalian
' ﬂlpenduduk dan KB T S RUCE N RIS

£ pelaksanaan pendayagunaan tenaga Penyuluh KB / Petugas:-
v ’Lapangan KB : : . : : oo

g. 5pelaksanaan pemantauan dan evaluas1 bldang pengendallan L
penduduk, sistem informasi keluarga, Penyuluhan, advoka51
v;‘dan penggerakan bldang pengendallan pcnduduk dan KB;

“h. pemberlan b1mb1ngan teknls d ; fasﬂltas bldang ‘
: ‘pengendahan penduduk 31stem ~informasi  keluarga,
- penyuluhan, advokasi dan penggerakan bldang pengendalian = -
3 penduduk dan KB : . '

EES I _"pelaksanaan koordmam dalam pelaksanaan tugasnya, dan e

i jf}f’pelaksanaan tugas lam yang memberlkan oleh Kepala baik
. secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya =
' 1 dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas 2R

(3) Susunan 01 ganlsas1 Bldang Pengendahan Penduduk Penyuluhan ﬁ
~dan- Pencgerakan terdm dan T ~ S :

-a. ‘Sek51 Advoka51 dan Penggerakan o ‘ R
. b. Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PKB / PLKB dan Kader =
"KB;dan S

c. Seks1 Pengenda_han Pendudulf dan Informa31 Keluarga

: Pasa19 g

(1) Sek31 Advoka51 dan Penggerakan mempunya1 tugas menylapkan
'bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan _
teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan,
evalua31 pelaksanaan dlbldang advoka31 dan penggerakan ‘ o

(2) Uralan ’I‘ugas tersebut pada ayat (1) sebaga1 benkut

a. menylapkan bahank pemblnaan : blmblngan ~dan -
g ,melaksanakan kebljakan teknis, norma, standar, prosedur
‘dan = kriteria -serta - memantau ‘dan evalua81 pelaksanaan
advokas1 dan penggerakan, ~ -

b. enyusun keglatan dan rencana ker_]a pemngkatan program
advokam dan penggerakan, e
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menyelenggarakan komumkam advoka31 informasi keluarga ;

‘penyuluhan dan pengger akan d1b1dang KKBPK;

menyusun, penetapan, kriteria, .kelayakan pelaksanaan
kebijakan adv0ka31 kcluargaj berencana dan kesehatan

- reproduksi;

melaksanakan pembinaan dan perternuan program KKBPK =
dlsetlap tmgkatan w11ayah ’

memgkatkan ke1mtraan dengan stake holder mitra kerja dan‘
sektoral; :

" melaksanakan ‘pember. dayaan dan meningkatkan peranserta

organisasi kemasyarakatan tingkat kabupaten, kecamatan,
kelurahan dan desa dibidang pengendahan penduduk dan
keluarga berenvana . :

B melaksanakan advokaSI dan KIE kepada masyarakat MKJP
: program KKBPK dan kampung KB; ‘

‘ melaksanakan advokasi melalulmedla lini (tv, media 1nforrnasr

dan lalnnya)

membuat dan menyampalkan laporan pelaksanaan tugas -
dlbldang advoka31 dan penggerakan dan

melaksanakan tugas lain yang dlbenkan oleh Kepala Bldang :
sesuai dengan tugasnya ’

" Pasal 10

(1) Seks1 Penyuluhan dan Pendayagunaan Petugas Lapangan
- Keluarga Berencana dan Kader Keluarga Berencana mempunyai
tugas menyiapkan = bahan pembmaan, pembimbingan dan
pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur - dan
kreteria serta pemantauan dan evaluasi chbldang pendayagunaan
penyuluhan KB/Petugas Lapangan KB dan kader KB. '

(2) Uraian Tugas tersébut pada ayat (1) sebagai berikut:

a.

“melaksanakan dflng menmgkatkan kapa31tas tenaga lapangan .

pendayagunaan penyuluhan KB / petugas lapangan KB, kader

KB dan IMP;

melakukan pemblnaan dan pemenuhanv pelayanan kepada
masyarakat melalLu penyuluhan dan KIE :

menyusun keglatan dan rencana ker_]a penlngkatan program
penyuluhan dan pendayagun'\an PLKB dan kader KB; ‘




W

B

’menylapkan bahan b1mb1ngan pedoma.n petun_]uk teknls : ,

yang - berhubungan = dengan sek31 ~penyuluhan  dan

‘:pendayagunaan PLKB dan kader KB

melaksanakan penyuluhan prom031 proto type kependudukan ‘
_kkeluarga berencana dan pembangunan keluarga (KKBPK),

membuat dan menyampalkan laporan pelaksanaan tugas
"dlbldang penyuluhan dan pendayagunaan PLKB dan kader KB 2
'-rdan s :

,melakukan tugas lam yang dlbenkan oleh Kepala Bldang .
fsesual dengan tugasnya S ; S

\ V_Pasal 1}1

Seksi Perig”éndﬁahah Penduduk dan Informasi Kelu.arga lmempl.’my‘ai o

‘tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbing, dan

pelaksanaan kebijakan teknis, - norma, | strandar, prosedur dan -
Kkriteria serta pemantauan dan evalua51 dlbldang pengendalian

(2)

vpenduduk dan 1nforma31 keluarga

Uralan ’I‘ugas tersebut pada ayat (1) sebagaJ berikut:

a.

‘menyusun : bahan pembinaan, - pembimbingan - dan @ -
_pelaksanaan- kebl_]akan teknis, norma, standar, prosedur dan
~ kriteria® - serta " pemantauan dan evalua81 pengendalian =
;penduduk dan 1nformas1 keluarga e b ‘ ‘

jmenyusun keglatan dan rencana kexja penlngkatan program
, pengendahan penduduk dan 1nforma81 keluarga, , :

melakukan pendataan setlap lima tahun sekah dan apdeting |
' ‘data setlap tahun ‘ : ‘

‘:melaksanakan :_pengel}olaan : f,,,”_data - dan informasi =
kependudukan ' e ST » .

memngkatkan llhtas sektoral dalarn E pengelolaan dan

: pelaksanaan pendldlkankependudukan

menganahsls dampak kependudukan

menyedlakan parameter kependudukan

"merencanakan dan melaksanakan pengumpulan data dan;
vpengolahan data sebagai Ubahan perumusan kebl_]akan teknls‘ o

kependudukan dah KB

melaksanakan pengawasan ‘pemantauan evaluasi dan

) pelaporan pelaksanaan dlbldang advoka51 dan KB
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melaksanakan orientasi repret and recordmg (RR) KKBPK ‘
tlngkat kabupaten :

melaksanakan sar asehan pendataan keluarga kabupaten dan
temu reglonal :

membuat dan menyampalkan laporan pelaksanaan tugas
dlbldang pengendahan penduduk dan 1nforma31 keluarga; dan

. melakukan tugas lain yang dlbenkan oleh Kepala Bldang
Asesual dengan tugasnya. ,

Bagian Keempat

BIDANG KELUARGA BERENCANA
Pasal 12

(1) Bldang Keluarga Berencana mempunyal ‘tugas melaksanakan‘ |
kebgakan tekms d1b1dang KB :

2

Bldang Keluarga Berencana masyarakat dalam menjalankan

tugas dan kewajiban - sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) .

menyelenggarakan fungsi:

-a.

b.

perumusan kebl_]akan teknis daerah dibidang KB;
pelaksanaan kebljakan teknls daerah d1b1dang KB;

pelaksanaan penyclenggaraan norma standar, prosedur dan

- kreteria dibidang KB;

pelaksanaan penenmaan penyimpanan, pengendalian dan
pendistribusian  alat dan obat kontraseps1 di Kabupaten.
Bengkalis;

. 'pelaksanéan pelayanan KB di Kabupaten Bengkalis;

pelaksanaan pembmaan kesertaan ber KB di Kabupaten
Bengkalis; - L

-

g. pelaksanaaﬁ pemantauan dan ev‘alluasikbidang KB;

pemberlan bunbmgan teknls dan fas1htas dlbldang KB; dan

pelaksanaan tugas lain yang memberlkan oleh Kepala ba.lk o

secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya

dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
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- (3) - SusUnan .Orgar'lisasi Bidang Kéluarga Befehéana terdiri dari:

a. Sek51 D1str1bus1 Alat Obat Kontrasepm (Alokon),
" b. Seksi Jaminan Pelayanan KB; dan
c. Sekm Pembmaan Kesertaan ber KB.

Pasal 13

(1) Seksi Distribusi Alat Obat Kontrasepsi mempunyai tugas

' melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan
pelaksanaan kebijakan. teknis, norma, standar prosedur dan
kriteria ‘serta pemantauan dan evaluasi pengendalian dan'
pendlstrlbusmn alat obat kontrsep81

(2) Uralan Tugas tersebut pada ayat (1) sebagaJ berlkut

a.

menerima dan menylmpan alat obat kontrasep31 untuk

’ memenuh1 kebutuhan KB

melaksanakan penyaluran atau pendlstnbusmn alat obat
kontrasepsi memenuhl kebutuhan KB; :

melakukan pencatatan dan pelaporan alat obat kontrasepSI

melakukan penyedxaan sarana ‘dan -prasarana alat obat ‘

kontrase pSI

merencanakan kegiatan: pendlstrlbu81an alat obat kontrasep31

" sesuai dengan peraturan yang dltetapkan,

' menghlmpun - dan mempelajarl peratufan .- perundang-

undangan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis
serta bahan-bahan lainnya . yang - berhubungan dengan

a b‘pendlstnbusmn alat obat kontrasep51 dan

. melakukan tugas laln yang dlberlkan oleh Kepala Bldang

sesua1 dengan tugasnya

Pasal 14

(1) Sek31 Jamman Pelayanan Keluarga Berencana mempunyai tugas
‘melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan
pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar  prosedur dan
kriteria = serta pemantauan dan- evalua31 dibidang jaminan
pelayanan kelua1 ga berncana. ‘ L

(2) Uralan 'Iugas tersebut pada ayat (1) sebaga_l berlkut

a. menylapkan bahan blmblngan, pedoman dan petunjuk teknis

layanan yang berhubungan dengan melakukan _]armnan :
pelayanan KB




b merencanakan keglatan Jamlnan pelayanan KB berdasarkan

 sumber data yang ada sebaga1 bahan melaksanakan keglatan L

sesual dengan peraturan yan g dltetapkan

c. kmenghxmpun | dan : mempelajan peraturan perundang-‘,“’

L :undangan kebijakan - teknis, pedoman dan petunjuk teknls, -
"~ serta bahan- bahan lalnnya yang berhubungan dengan jaminan -

g pel’xyanan KB;

dg:". mencari; mengumpul dan mengelola data serta 1nformas1 yang
- berhubungan dengan Jamman pelayanan KB; '

e menylapkan bahan penyusunan kebljalcan pedoman dan"~ i

o petunjuk tekms _]amman pelayanan KB

f-\;'mengmventausam pennasalahan yang berhubungan dengan
- jaminan pelayanan KB menylapkan petunjuk pemecahan o
‘ Y”masalah - . o

B melakukam koordma81 dengan unlt kerja/ instansi terkalt S

~sesuai dengan bldang tugasnya dalam rangka kelancaran
pelaksanaan tugas . ~

hf, mengevalua31 hasﬂ dar1 kmer_]a _]amman pelayanan KB; dan : |
i. ":ifmelakukan tugas 1a1n yang dlbenkan ‘oleh Kepala Bldang
'sesual dengan tugasnya .
Pasal 15
(1) Sek31 Pembmaan Kesertaan ber—KB mempunyal tugas melakukan
penyiapan bahan pemblnaan, pembimbingan dan pelaksanaan

“kebijakan teknis, norma, standar prosedur. dan kriteria serta.
pemantauan dan evalua31 dlbldang pembmaan kesertaan ber-KB.

(2) Uralan ’I‘ugas tersebut pada ayat (1) sebaga1 benkut

a. menylapkan bahan b1mb1ngan pedoman dan petunjuk teknls S
pembmaan kesertaan ber—KB ‘ :

b._ ~ melaksanakan perluasan _]arlngan dan pembmaan kesertaan
o ber-KB : ; : . -

. melakukan pemantauan dan evalua81 pembmaan kesertaan
o ber—KB : : v ‘ , :

- d. VV melakukan pembmaan dan pemngkatan kesertaan ber—KB

C melakukan pemberlan blmbmgan tekms ~dan fasmtas
kesertaan ber—KB AR L
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melaksanakan koordmaqx _dalam pemblnaan kesertaan ber—

KB;

merencanakan ‘kegiatan pembmaan kesertaan ber-KB sesua1

- dengan peraturan yang dltetapkan

h.

menghlmpun» dan mempelajarl peraturan  perundang-
undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis

- serta - bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan:

pembinaan kesertaan ber-KB; dan

melakukan tugas lain yang dlbenkan oleh Kepala Bldang
sesuai dengan tugasnya .

Bagian Kelima

* BIDANG KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

‘ Pasal 16 |

(1) Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas
melaksanakan kebgakanteknls dlbldang ketahanan dan

2)

kese]ahteraan keh.nrga

Bldang . Ketahanan dan 'I{eSe]ahteraan . Keluarga

rnenyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a.

peru,musan; kebijakan tekms d1b1dang ketahanan dan '
kesejahteraan keluarga' ‘ ‘

pelaksanaan norma, standar, ‘prosedur dan kriteria d1b1dang
ketahanan dan kesejahteraan keluarga;

pelaksanaan kebgakan teknls dlbldang b1na keluafga balita;

pelaksanaan kebuakan teknis dlbldang pembmaan ketahanan

remaja;

pelaksanaan kebljakan teknls d1b1dang bina keluarga lans1a‘

,dan rentan,

pelaksanaan kebuakan teknls dlbldang pemberdayaan keluarga
sejahtera melalui usaha rmkro keluarga

,pemantauan‘ dan evaluas1 dibidang = ketahanan dan .

kesej ahteraan keluarga;.

pemberlqn bxmbmgan teknis dan fasilitas dibidang
kesejahteraan dan ketahanan keluarga; dan




pelaksanaan tugas la_m yang memberlkan oleh Kepala ba1k
; secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya
= dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas o :

(3) Susunan Orgamsam Bldang Ketahanan dan Kesejahteraan
Keluarga terd1r1 darl :

" a. Seksi Pemberdayaan Keluarga Se_]ahtera, ‘
'b. Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lan81a, dan
C. Seks1 Blna Ketahanan Remaja ‘ ;

Pasal 17

(1) Sek51 Pemberdayaan Keluarga Se_]ahtera ‘ mempunya1 tugas'
_penyiapan  bahan pemblnaan pemblmbmgan, dan pelaksanaan
~ kebijakan tekms, norma, standar, prosedur dan kreteria serta - -

pemantauan: dan evalua31 d1b1dang pemberdayaan keluarga‘ :

o se_]ahtera g ~ ST :

(2) Uralan ’I‘ugas tersebut pada ayat ( 1) sebagal berlkut

‘a. rnelaksanakan penetapan kebljakan program pemberdayaan i
, »ekonornl P

b melaksanakan penyelenggaraan dukungan pemberdayaan'_ g
C o keluarga, 2 ' : i

e melaksanakan' ’ penyera31an pénetapan kritcria -
‘ pemberdayaan keluarga IR O R TR , o

d. : 'melaksanakan program pemberdayaan ekonomi keluarga, =

e, 'melaksanakan L model model keglatan pemberdayaan*"
; ekonmm keluarga : ~ : : ‘

f elaksanakan pembmaan teknls penmgkatan pengetahuan ;

,keterampllan kew1rausahaan dan manajemen usaha bagi

" keluarga - prasejahtera dan keluarga sejahtera dalam

“ kelompok usaha penmgkatan pendapatan keluarga sejahtera o
‘(UPPKS) : ;

8 melaksanakan pendampmgan/magang “bagi = para
' kader/ anggota kelompok UPPKS o ' '

~ h. :melaksanakan kemltraan untuk aksesblhtas permodalan :
" teknologi, manajemen serta pemasaran guna penlngkatan'
-UPPKS dan

. x‘melakukan Lugas laln yang dlbenkan oleh Kepala - Bldang
- sesual dengan tugasnya - '
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Pasal‘-18 k

(1) Seksi Bina Ketahanan Keluarga Ballta Anak dan Lan31a
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan,
pembimbingan, dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma,
standar, pfooedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi
dibidang pembinaan ketahanan kelaurga balita, anak dan
lansia. :

(2) Uraiah Tugas tersebut pada avat (1) ‘sébagai berikut:

a. melaksanakan penetapan kebljakan pengembangan blna
keluarga balita, anak dan lan31a

b. melaksanakan penyelenggaraan dukungan pelayanan blna
-~ keluarga bahta anak dan lan51a,

c. melaksanakan - penyelerasmn : penetapa.n kriteria
: pengembangan bma keluarga bahta anak dan lansia;

d. melasanakan penetapan sasaran bma keluarga ballta anak
dan lans1a ; :

e melaksanakan . pembentukan, perﬁbinaan bina keluarga
balita, anak dan lan51a, '

f melaksanakan model model keglatan b1na keluarga ballta
- anak dan lansia; dan - »

g. melakukan tugas lam yang dlbenkan oleh Kepala Bldang‘
. sesuai dpngan tugasnya RS et

"'Pasa119

(1) Seksa Bma Ketahanan Remaja mempunyai tugas melakukan -
penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi
-pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan
~kriteria serta pemantauan: dan' evaluasi dibidang bina
ketahanan remaja ‘ ‘

(2) 'Uraian Tugas tc—:rsebu.t pada ayat (1) éébagai berikut:

a. merencanakan keglatan berdasarkan kegiatan tahun
sebelumnya sebagal bahan untuk melaksanakan kegiatan
~ sesuia dengan peraturan yang telah dltetapkan

b mengkoord111a31ka11 kebl_]akan yang ada di setiap seksi untuk' o
dgadlkan satu kesatuan dlbldang sebagal bahan kebl_]akan ‘
p1mpman /atasan langsung, R




(1)

(2)

(3)

)
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c. melaksanakan penyelerasian - penetapan kriteria
- pengembangan pusat . informasi = dan = konseling
. remaja/mahasiswa (PIK. R/M) baik dijalur pendidikan
: ;maupun masyarakat serta bina keluarga remaja;

d. melaksanakan penetapan sasaran pusat informasi dan
, konsehng remaja dan b1na keluarga remaja ‘

€. melakukan pembentukan pembinaan pusat informasi dan
‘ konselmg remaja dan bina keluarga remaja

f. menyusun keg1atan dan rencana kexja penlngkatan program
' remaja dan kelompok bina keluarga remaja; :

g. menyusun kebutuhan ‘anggaran’ penmgkatan remaja dan
ybma kelompolf rema_]a

“h. melakukan bunblngan - teknis dan fasilitasidi bidarig
_ ketahanan rena_]a PR -

i membuat dan menyampalkan laporan pelaksanaan tugas
i dlbldang ketahanan dan keqejahteraan keluarga;

j- menerima pendelega51an tugas dar1 atasan dalam berbagai
- keglatan dan , : :

k. melakukan ‘tugas lain yang dlberlkan oleh Kepala Bldang
~ sesuai deng’m tugasnya o : ‘

E BABV
UNII PELAKSANA T EKNIS

Pasal 20 .

Pada Dinas - dapat dibentuk Un1t Pelaksana ’I‘ekms (UPT)‘ |
berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

o

UPT adalah Umt Pelaksana Tekms untuk melaksanakan keglatan'

teknis operasmnaj dan/atau kegiatan teknis penunjang yang

mempunyai wilayah kerja mellputlk satu atau beberapa
Kecamatan di Kabupaten Bengkahs ‘ '

UPT d1p1mp111 olch ‘;eorang Kepala UPT yang berada dibawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala dan secara  operasional
berkoord1nas1 dengan Camat

‘Pembentukan urT dltetapkan dengan Peraturan Bupat1 dengan
berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang
- berlaku.
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: BAB \Y8
KDLOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

» Pasal 21

'\(1) Kelompok Jabatan Fungsmnal terd1r1 dan sejumlah tenaga
- dalam Jenjang Jabatan Fungswnal sesua1 dengan bldangm
- keahhannya e G \ : e

(2) Kelompok Jabqtan Fungsmnal d1p1mp1n oleh seorang tenaga'v L
* fungsional senior yang berada d1bawah dan bertanggung jawab .
kepada Kepala : o

(3) Jumlah Jabatan Fungsmnal d1tentukan berdasarkan sifat, Jenls; LR
dan beban kerja sesua1 dengan peraturan perundang—undang' ~

n yang berlaku

(4) Pembmaan terhadap tenaga fungsmnal dllakukan sesuai denganf
- peraturan perundang- gndangan yang berlaku. .

BABVII SR
ESELONERING

- Pasal 22

Jabatan Eselonermg pada Dlnas Pengendallan Penduduk dan KB 4
‘ terd1r1 dar1 e i S ¥ - S

a. Kepala adalah Jabatan eselon 11 / b;

b, “Sekretarls adahll Jabatan eselon 111 / a;

c Kepala Bldang pada Dinas Pengendahan Penduduk dan KB e
R adalahjabatan c‘aclon III/b dan S

d. Kepala Sub Baglan dan Kepala Seks1 pada Dmas Pengendahan .
- Penduduk dan KB adalah Jabatan eselon IV/ a. : S

: BAB VIII
TATA KERJA

Pasal 23

\(1) Dalam melakmnakan tugasnya Kepala, Sekretarls Kepala

' Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kelompok Jabatany'
Fungsional dan - Kepala -UPT Wa_]lb melaksanakan prinsip

: ‘koordlnas;l 1ntegras1 dan 31nkromsa31 secara vert1ka1 dan
B houzontal AR : o
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(2) Setiap - Pimpinan Satuan Organisasi = dilingkungan Dinas,
bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan
masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi
pelaksanaan tugas bawahannya. '

(3) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dilingkungan Dinas, wajib .
" mematuhi pelunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada
atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada’
waktunya. = s e o :

5 BABIX ~
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pésal 24 3 |

Sipil Negara (ASN) yang memenuhi syarat sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 1

(1) Kepala. diangkat dan _diberhentikan. oleh’Bupati dari Aparatur

(2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi,
Kepala UPT dau Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan
oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. ‘ , SR ‘ :

(3) Pengangkatan Kepala, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub
Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPT dan Jabatan Fungsional, perlu -
diperhatikan persyaratan umum kepangkatan serta kecakapan -

dan kemampuan teknis yang diperlukan untuk kelancaran tugas.

| BABX
PEMBIAYAAN *

Pasal 25 -

Sumber-sumber  Pembiayaan = Dinas dibebankan kepada
Anggaran Pendapatan dan’ ‘Belanja Daerah, subsidi atau.
bantuan Pemrrintah Pusat dan bantuan dari lembaga lain yang
sah di luar !'emerintah Daerah dengan persetujuan Bupati

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini dinyatakan berlaku, Pejabat yang
lama tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai
dilantikkannya pejabat yang baru.

Pasal 27
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka segala

ketentuan yang mengatur hal yang sama dan atau bertentangan
dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 30 November 2016

BUPATI BENGKALIS,
|
|

|
/ ‘
AMRIL MUKMININ

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 2 Desember 2016

Plt. SE 'ARIS DAERAH KEBUPATEN BENGKALIS

4

7ARIANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2016 NOMOR 45
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